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ABSTRAK

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan
Cianjur atau Jabodetabek-Punjur telah diterbitkan dan menyertakan reklamasi di
Teluk Jakarta dalam materi muatannya. Hal itu mengakibatkan beberapa Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan kritik pada pemerintah. Menurut
beberapa LSM, penyertaan reklamasi Teluk Jakarta pada materi muatan Perpres
Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jabodetabek-Punjur tersebut kurang tepat. Dikarenakan, undang-undang yang
mengaturnya berbeda. Perpres tersebut mengatur ruang darat pulau utama yang
mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Padahal
reklamasi bukan termasuk ruang darat pulau utama, melainkan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Selain itu, Perpres tersebut juga
kurang memperhatikan dampak negatif dari ligkungan hidup yang akan timbul.
Oleh karena itu, penulis akan meneliti tentang reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jabodetabek-Punjur secara komparatif, yakni menggunakan hukum positif dan
hukum Islam. Pada hukum positif, penulis akan membahas tentang legalisasi
reklamasi Teluk Jakarta dalam materi muatan Perpres tersebut. Kemudian, juga
tentang pembangunan berkelanjutan (Sdgs/TPB) pada reklamasi Teluk Jakarta.
Pada hukum Islam, penulis akan membahas tentang reklamasi Teluk Jakarta dari
sisi teori hierarki norma dalam usul fikih yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar.

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, yang mana penelitian ini
dijelaskan secara detail. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu
menelaah norma-norma yang berlaku, melalui studi kepustakaan library research.
Jadi, hanya menggunakan bahan sekunder sebagai sumber penelitiannya. Bahan-
bahan sekunder tersebut ialah, undang-undang atau dasar/norma hukumnya,
laporan-laporan penelitian lingkungan, dan surat-surat kabar yang dapat
dipertanggungjawabkan. Kemudian, penulis menggunakan kerangka teori
Lawrance M Friedman tentang sistem hukum, sebagai pisau analisis dalam
penelitian ini. Sehingga, penelitian ini menjadi terkonsep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta yang
diikutsertakan dalam materi muatan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, telah melanggar
ketentuan subtansi hukum positif dan hukum Islam. Pada hukum positif, legalisasi
reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2020 itu
melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, pembangunan
reklamasi Jakarta juga telah melanggar ketentuan Perpres Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada hukum
Islam, pembangunan reklamasi Teluk Jakarta itu telah mengakibatkan kemudaratan
berupa kerusakan lingkungan sekitar. Sehingga, hal itu tidak sesuai dengan kaidah
fikih J) 33 5xall yang termuat dalam tingkatan kedua teori hierarki norma dalam
usul fikih yaitu Asas-asas Umum (al-usul al-kulliyyah).

Kata Kunci: Reklamasi, Hukum Positif, Hukum Islam.
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MOTTO

Hidup ialah tentang kemauan.
Bagaimana kemauanmu menghadapi kehidupan?

Dengan berjuang di setiap tantangan atau menyerah pada keadaan?
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat keputusan Bersama menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

) Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba’ B be

< Ta’ N te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha

2 Dal D de

3 Zal z ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R er

J Zai Z zet

o Sin S es

B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain j koma terbalik di atas

¢ Gain G ge

- Fa’ F ef

& Qaf Q qi

<l Kaf K ka

J Lam L ‘el

N Mim M ‘em

O Nun N ‘en

5] Waw W w

o Ha’ H ha

3 hamzah ¢ apostrof

< Ya’ Y ye

vii



B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

8R4 ditulis muta’addidah
s ditulis ‘iddah
C. Ta’marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
aass ditulis hikmah
ale ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

REENERES

ditulis

Karamah al-Auliya’

3.

Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

hadll 3K ditulis Zakah al-Fifri
D. Vokal Pendek
1. R Fathah ditulis a
2. Laol Kasrah ditulis i
8. | A | Dammah ditulis u

viii




E. Vokal Panjang

Fathah + Alif ditulis a
- e dituls stifsan
Fathah + ya’ mati ditulis a
> sl ditulis Unsa
ditulis 1
Kasrah + ya’ mati ditulis al- Alwanit
> il stall
Dammah + wawu ditulis X
4. mati ditulis uA
f ‘Uliim
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
= g ditulis Gairihim
Fathah + wawu mati ditulis au
8 J s ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof

a-dﬁ ditulis a’antum

e ditulis widdat

Al SE Y ditulis la’in syakartum




H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ol Al ditulis Al-Qur’an

ol ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf |
(ehnya.

Al ditulis ar- Risalah

e Lol ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
s dal ditulis Ahl ar-Rayi
audl Cal ditulis Ahl as-Sunah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Sl 5 33l 5l Jgmny taaa G 2l 5 0 V) Al Y o agdl cpallall Gy b daal)

pei oy el dmams All Jle s saae Uy s Culuslls ol il e
A il g I leals
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata reklamasi berasal dari bahasa Inggris yakni reclaim yang berarti
membuat daratan dari laut."! Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut
lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau
drainase.” Reklamasi sendiri telah diatur secara spesifik dalam Perpres Nomor 122
Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Perpres
ini sebagai pelaksana dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tertib Peraturan Presiden Nomor 122
Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 27 Tahun 2007, mewajibkan
reklamasi didahului oleh Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.® Maka dari
itu, menyebabkan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
17/PERMEN-KP/2013. Kemudian pada tahun 2014, UU Nomor 27 Tahun 2007
diamandemen menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini mengakibatkan
Peraturan Menteri sebelumnya juga berubah menjadi Nomor 28/PERMEN-

KP/2014. Pada tahun 2018-2019, terjadi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor

' Ina M. Suryadewi, Edward dan A. Sediadi, “Masalah Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari
Aspek Psikologi Lingkungan”, Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, No. 2,
Vol. 18, $1998)' him. 149.
Direktorat Jasa Kelautan, “Definisi dan Metode Reklamasi”,
https://kkp.go.id/djprl/jaksel/infogrpis-detail/5212-definisi-dan-metode-reklamasi, akses 11 Desember 2021.
® Igbal Suhaemi Gultom, Puguh Wahyu Widodo dan Untung, Reklamasi di Indonesia, (tt:
Direktorat Jasa Kelautan, 2019), him. 5.



https://kkp.go.id/djprl/jaksel/infogrpis-detail/5212-definisi-dan-metode-reklamasi

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi Secara
Elektronik yang menghapus Izin Lokasi untuk pelaksanaan reklamasi dan
menggantinya menjadi kewajiban 1zin Lokasi Perairan.* 1zin pelaksanaan
Reklamasi dan lzin Lokasi Perairan ini tata caranya diatur dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 dan Nomor
25/PERMEN-KP/20109.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa reklamasi perlu
melakukan Izin Pelaksanaan Reklamasi dan lzin Lokasi Perairan, yang tata
caranya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
24/PERMEN-KP/2019 dan Nomor 25/PERMEN-KP/2019. Maka dari itu,
perizinan tersebut yang akan menjadi bukti adanya legalitas dalam melakukan
reklamasi. Namun, pada tahun 2020 tiba-tiba terbit Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur atau Jabodetabek-Punjur, yang
mengatur reklamasi Teluk Jakarta dalam materi muatannya. Perpres tersebut
akhirnya menuai kritik dari organisasi non-pemerintah, yaitu Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Menurut beberapa tokoh LSM, Perpres tersebut tidak
seharusnya mengatur kawasan reklamasi teluk Jakarta, dikarenakan mengacu pada
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu, penataan
ruang darat pulau utama. Sedangkan pulau reklamasi teluk Jakarta itu tidak

termasuk ruang darat pulau utama, tetapi wilayah pesisir yang mengacu pada

* Ibid.



Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, LSM juga
berpendapat bahwa pembangunan reklamasi Jakarta tersebut akan mengakibatkan
beberapa permasalahan ekologi yaitu, perusakan ekosistem pesisir di Teluk Jakarta
dikarenakan mengabaikan prinsip pencegahan dan kehati-hatian didalam
mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perpres ini mengabaikan
tentang dampak negatif terhadap lingkungan yang akan timbul, apabila
pembangunan proyek reklamasi dilakukan. Oleh sebab itu, pelaksanaan reklamasi
Teluk Jakarta ini perlu diterapkannya prinsip pembangunan yang berkenjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs). Pembangunan yang memberikan
peningkatan kesejahteraan masyarakat (people and profit), dengan tidak
memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup (planet), sehingga kualitas
kehidupan saat ini tidak akan terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga
untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Berikut merupakan penjelasan
beberapa tokoh LSM:

Menurut Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
(Kiara), Susan Herawati mengatakan, Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur itu harus dikritisi
dan dibatalkan lantaran isinya melegalkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta,

khususnya pulau C, D, G, dan N. Padahal, proyek tersebut diduga melanggar

°Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di
Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi, cet. ke-2, (Bandung: Unad Press, 2018), him.7



hukum, merusak sumber daya kelautan dan perikanan, serta merusak kehidupan
lebih dari 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta dan 3.500 nelayan di Kepulauan
Seribu.® Meiki Paendong, Direktur WALHI Jabar juga menegaskan bahwa,
“Perpres ini belum menunjukkan semangat perlindungan lingkungan hidup dan
ekologi yang utuh.” Selaras dengan itu, Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur WALHI
Jakarta menegaskan bahwa, kita tidak bisa berharap banyak dari perpres ini,
terutama dalam agenda pemulihan lingkungan hidup dan penyelamatan sumber-
sumber kehidupan rakyat.”’ Menurut Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo
Sembiring, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020,
Perpres ini memiliki banyak catatan yaitu, mulai dari komitmen penyelamatan
lingkungan yang belum memadai, perlindungan masyarakat yang sangat lemah
dan rentan kehilangan sumber-sumber kehidupan, hingga rencana kelembagaan
yang juga tidak memadai.®

Sebelumnya izin reklamasi telah dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu
Anis Baswedan. Kecuali pulau D yang mendapatkan IMB dari pemerintah DKI,
yang sebelumnya mendapat penyegelan 932 bangunan dari Anies Baswedan.

Penerbitan IMB ini dilakukan dikarenakan PT KNI (pengembang Pulau D / Pantai

®Adam Prireza dan Anton Apriyanto, “Perpres Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi Dianggap Salah
Alamat,” https://metro.tempo.co/read/1341925/perpres-reklamasi-teluk-jakarta-jokowi-dianggap-salah-
alamat/full&view=0k, akses 4 November 2021.

" WALHI Jakarta, “Menyikapi Perpres No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Jabodetabek-Punjur,” https://walhijakarta.org/2020/05/14/menyikapi-perpres-no-60-tahun-2020-
tentang-rencana-tata-ruang-kawasan-perkotaan-jabodetabek-punjur/ akses 5 November 2021.

8 Antara dan Dwi Arjanto, “LSM Ramai-ramai Mengkritik Perpres Jokowi Soal Jabodetabekjur,”
https://metro.tempo.co/read/1342135/Ism-ramai-ramai-mengkritik-perpres-jokowi-soal-
jabodetabekjur/full&view=ok akses 11 November 2021.



https://metro.tempo.co/read/1341925/perpres-reklamasi-teluk-jakarta-jokowi-dianggap-salah-alamat/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1341925/perpres-reklamasi-teluk-jakarta-jokowi-dianggap-salah-alamat/full&view=ok
https://walhijakarta.org/2020/05/14/menyikapi-perpres-no-60-tahun-2020-tentang-rencana-tata-ruang-kawasan-perkotaan-jabodetabek-punjur/
https://walhijakarta.org/2020/05/14/menyikapi-perpres-no-60-tahun-2020-tentang-rencana-tata-ruang-kawasan-perkotaan-jabodetabek-punjur/
https://metro.tempo.co/read/1342135/lsm-ramai-ramai-mengkritik-perpres-jokowi-soal-jabodetabekjur/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1342135/lsm-ramai-ramai-mengkritik-perpres-jokowi-soal-jabodetabekjur/full&view=ok

Maju) telah membayar denda dan pengembang memiliki dasar hukum dalam
melakukan pembangunan ratusan gedung dan rumah itu, yakni Pergub 206 Tahun
2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil
Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam aturan itu, pengembang
memiliki hak 35 persen dari total luas pulau 312 hektare.® Hingga saat ini, satu-
satunya pencabutan izin reklamasi yang masih berlaku ialah, pencabutan izin
reklamasi pulau H. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung menolak gugatan kasasi
PT Taman Harapan Indah terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H. Atas putusan
ini, pencabutan izin reklamasi Pulau H yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan tetap berlaku. Pemprov DKI sendiri sebagai pemohon kasasi 11.%°

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis akan menganalisis mengenai
reklamasi teluk Jakarta yang tercantum dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan studi
komparatif hukum positif dan hukum Islam (teori hierarki norma dalam usul
fikih), yakni menggunakan teori Lawrence M Friedman, dengan tujuan untuk
memudahkan penulis dalam menganalisis kasus reklamasi teluk Jakarta pada
Perpres tersebut. Teori Lawrence M Friedman merupakan, suatu konsep pemikiran
yang didalamnya terdapat tiga komponen yang digunakan untuk mengukur suatu

keterpaduan sistem hukum. Sedangkan teori hierarki norma dalam usul fikih

° Imam Hamdi, “Reklamasi Teluk Jakarta: Anis Dilobi hingga Perpres Jokowi”,

https://metro.tempo.co/read/1342539/reklamasi-teluk-jakarta-anies-dilobi-hingga-perpres-
jokowi/full&view=0k, akses 30 desember 2021.

10'M Julnis Firmansyah, “Anies Menang Gugatan Reklamasi Pulau H, Koalisi: Jangan Terbuai”,
https://metro.tempo.co/read/1359681/anies-menang-gugatan-reklamasi-pulau-h-koalisi-jangan-
terbuai/full&view=ok, akses 30 Desemer 2021.
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https://metro.tempo.co/read/1342539/reklamasi-teluk-jakarta-anies-dilobi-hingga-perpres-jokowi/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1359681/anies-menang-gugatan-reklamasi-pulau-h-koalisi-jangan-terbuai/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1359681/anies-menang-gugatan-reklamasi-pulau-h-koalisi-jangan-terbuai/full&view=ok

merupakan teori yang didalamnya mempunyai tiga tingkatan hierarkis, yaitu: (1)
Norma-norma hukum konkret (al-furu’, al-ahkam al-far’iyyah), (2) Asas-asas
umum (al-usul al-kulliyyah) dan (3) Prinsip-prinsip dasar (al-mabadi’ al-
asasiyyah) atau nilai-nilai dasar (al-giyam al-asasiyyah).** Teori ini yang akan
penulis gunakan untuk menyeimbangkan hierarki hukum Islam dengan hukum
positif. Sehingga, penelitian studi komparatif ini dapat seimbang. Beberapa pokok
bahasan dalam penilitian ini akan disebutkan dalam rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesesuaian Legalisasi Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan
Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan Ketentuan Hukum Positif?

2. Bagaimana Kesesuaian Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jabodetabek-Punjur dengan Ketentuan Hukum Islam?

3. Bagaimana Perbandingan Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam pada
Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur?

1 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih”, ASY-SYIR’AH Jurnal Ilmu
Syari’ah dan Hukum, No. 1, Vol. 50, (Juni, 2016), him. 160.



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian legalisasi reklamasi
Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan
ketentuan hukum positif.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian reklamasi Teluk
Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan ketentuan hukum
Islam.

3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan reklamasi Teluk
Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur pada ketentuan hukum positif
dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi yang
dikhawatirkan dapat terjadi pada objek penelitian yang sama. Oleh karena itu,
penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian dengan tema yang sama
yaitu tentang reklamasi di Teluk Jakarta. Beberapa penelitian tersebut, fokus
pembahasannya berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis. Untuk lebih
jelasnya, berikut ialah beberapa penelitian yang bertema sama yakni tentang

reklamasi di Teluk Jakarta.



Pertama, skripsi Azizah Putri Rivinia tahun 2019 di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul: Kebijakan Gubernur DKI
Jakarta dalam Pencabutan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta.'? Tujuan dari
penyusunan skripsi tersebut ialah, untuk mengetahui penyebab dan dampak dari
kebijakan yang dilakukan oleh gubernur Anies Baswedan vyaitu tentang
pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta. Skripsi ini menggunakan metode
kualitatif dalam penelitiannya yaitu dengan cara memperoleh data penelitian
melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
penyebab terjadinya perubahan kebijakan ialah karena adanya gerakan penolakan
dari beberapa ormas dan masyarakat, kemudian adanya kajian ilmiah yang
menjelaskan bahwa, reklamasi pantai utara Jakarta dapat mengakibatkan
permasalahan lingkungan, dan janji kampanye gubernur Anies Baswedan dalam
Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Kebijakan pencabutan izin reklamasi
tersebut mengakibatkan dampak positif terhadap lingkungan, ekonomi, dan
kemitraan antara para pihak.

Kedua, jurnal Insan Harapan Harahap dan Nana Suryana pada tahun 2019
yang berjudul: Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan
Dampak yang Ditimbulkan.* Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai urgensi

kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta beserta dampaknya, dan juga

12 Azizah Putri Rivinia, “Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin Reklamasi Pantai
Utara Jakarta”, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2019).

% Harapan Harahap dan Nana Suryana, “Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta
dan Dampak yang Ditimbulkan” Tata Loka, No. 4, Vol. 21, (November, 2019).



menjelaskan tentang aktor yang berkepentingan dalam proyek reklamasi.
Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu
data primer diperoleh dari wawancara langsung pada tokoh masyarakat serta
observasi di sekitar proyek reklamasi. Serta data sekunder yang didapatkan
melalui literatur (dokumen resmi yang terkait dengan reklamasi Pantai Utara DKI
Jakarta). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa, urgensi kebijakan
adanya reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta ialah untuk menggulangi banijir,
kurangnya lahan, dan untuk memperbaiki tata ruang kota. Kemudian dampak
positif dari kebijakan ini ialah untuk meningkatkan ekonomi. Sedangkan dampak
negatifnya ialah permasalahan ekologi yang bedampak secara langsung pada
kesejahteraan nelayan di sekitarnya.

Ketiga, jurnal Antik Bintari dan Talolo Muara pada tahun 2018 dengan
judul: Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara
Jakarta.* Pada jurnal tersebut dijelaskan mengenai analisis konflik reklamasi
pulau G Pantai Utara Jakarta yaitu dengan cara manajemen konflik dan fase-
fasenya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif
analitik. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan
melakukan observasi, indepth interview, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini
mengatakan bahwa, potensi konfliknya ialah konflik laten, sebab ketidaktahuan

masyarakat mengenai reklamasi berserta fungsi dan dampaknya. Pada masa

4 Antik Bintari dan Talolo Muara, “Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G
Pantai Utara Jakarta”, Cosmogov : Jurnal limu Pemerintahan, No. 1, Vol. 4, (April, 2018).
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kenaikan fese konflik, berubah menjadi fase terbuka. Hal ini disebabkan oleh,
dimulainya masyarakat yang memahami tentang reklamasi melalui pemahaman
dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian pada masa fase pemicu dan
ekskalasi konflik, konflik telah mengarah pada kesadaran kolektif yaitu
menggerakkan kelompok masyarakat untuk melawan pihak yang berlawanan yaitu
melalui demo dan guggatan. Selanjutnya, pada masa pasca konflik yaitu dilakukan
pengurangan ekskalasi konflik yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan
seperti semula. Manajemen konfliknya ialah sanksi administratif dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penghentian sementara kegiatan
reklamasi pulau G Pantai Utara Jakarta. Serta mengembalikan kepercayaan di
antara masyarakat dan pemerintah.

Keempat, jurnal Reny Puspasari, Sri Turni Hartati dan Regi Fuji
Anggawangsa pada tahun 2017 yang berjudul: Analisis Dampak Reklamasi
Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta.™ Jurnal tersebut bertujuan
untuk menganalisis mengenai dampak reklamasi terhadap kondisi kualitas air dan
perikanan, yaitu dengan analisis data primer dan sekunder. Jurnal tersebut
menggunakan metode Kkuantitatif yang dapat dilihat dari data-datanya yang
numeric dan data diolah melalui analisa statistik. Hasil dari penelitian dalam jurnal
tersebut menyatakan bahwa, reklamasi pantai menambah tekanan terhadap kondisi

lingkungan perairan, salinitas dan nilai indeks keanegaragaman fitoplankton serta

!> Reny Puspasari, Sri Turni Hartati dan Regi Fuji Anggawangsa, “Analisis Dampak Reklamasi
Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta”, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, No. 2, Vol.
9, (November, 2017).
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makrozoobenthos. Reklamasi juga dapat menghilangkan daerah penangkapan,
sehingga akan mengakibatkan penurunan produksi ikan. Selain itu, juga dapat
mengganggu fungsi ekologis. Maka dari itu, reklamasi perlu disertai dengan upaya
pengelolaan kawasan.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian-penelitian di atas ialah
terletak pada titik fokus pembahasannya. Penelitian yang akan dilakukan oleh
penulis fokus pembahasannya terletak pada legalitas reklamasi teluk Jakarta yang
tercantum dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, yang dilihat secara komparatif dalam
pandangan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan beberapa penelitian yang
telah ada sebelumnya, itu meneliti mengenai dampak, urgensi dan fase
penyelesaian konflik dari adanya kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta. Sehingga,
unsur kebaruan yang akan penulis tawarkan ialah dapat atau tidaknya legalitas
reklamasi di Teluk Jakarta itu dilakukan melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dalam studi
komparatif yaitu hukum positif dan hukum Islam.

. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman
yang didalamnya mempunyai tiga komponen yaitu, struktur hukum (structure of
law), substansi hukum (substance of the law) dan kultur atau budaya hukum (legal

culture). Ketiga komponen tersebut, apabila bergerak secara silmutan, maka akan
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menghasilkan sebuah hukum yang terpadu. Oleh karena itu, penulis akan melihat
keterpaduan sistem hukum pada reklamasi Jakarta yang tercantum dalam Pepres
Nomor 60 Tahun 2020 menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk
permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang
kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.’® Sementara
substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana
institusi-institusi itu harus berperilaku.” Kultur hukum adalah elemen sikap dan
nilai sosial.”® Satu jenis kultur hukum kelompok yang amat penting adalah kultur
hukum para profesional hukum-nilai-nilai, ideologi, dan prinsip-prinsip para
pengacara, hakim dan lain-lain yang bekerja dalam lingkaran ajaib sistem hukum.
Perilaku dan sikap para profesional berpengaruh besar pada pola tuntuan yang
diajukan pada sistem."

Dari penjelasan mengenai tiga komponen sistem hukum di atas, dapat
disimpulkan bahwa struktur hukum ialah penegak hukum, substansi hukum ialah
suatu landasan hukum dan kultur hukum ialah elemen sikap dari profesional
hukum dan nilai sosial masyarakat. Pertama, struktur hukum (structure of law)
dalam penelitian ini ialah Presiden, dikarenakan yang menjadi objek penelitian ini

merupakan peraturan presiden. Kedua, substansi hukum atau aturan yang penulis

16 LLawrence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, alih bahasa M Khozim,
cet. ke-7 (Bandung: Nusa Media, 2020), him. 15-16.

Ibid., him. 16.

¥ 1bid., him. 17.

®Ibid., him. 255.
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gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ialah UU Nomor 12 Tahun 2011, UU
Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2014,
Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Al-Quran, hadis nabi dan kaidah fikih. Ketiga,
kultur hukum dalam penelitian ini merupakan kebiasaan atau elemen sikap dari
masyarakat dan penegak hukum (profesional hukum), dalam hal ini yakni Presiden
(pemerintah) yaitu pada saat menegakkan aturan terkait reklamasi Teluk Jakarta
dalam materi muatan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Dengan landasan hukumnya yaitu, UU
Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 27 Tahun
2007, UU Nomor 1 Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Al-Quran, hadis
nabi dan kaidah fikih.

Dikarenakan dalam hukum Islam tidak diatur secara resmi tentang hierarki
hukumnya, maka dari itu penulis menggunakan teori hierarki norma dalam usul
fikih agar dapat menyeimbangkan dengan substansi hukum positif. Teori ini
mempunyai tiga tingkatan didalamnya yaitu, (1) norma-norma hukum konkret (al-
Sfuru’, al- ahkam al-far’iyyah), (2) Asas-asas umum (al- usul al-kulliyyah), dan (3)
Prinsip-prinsip dasar (al-mabadi’ al-asasiyyah) atau nilai-nilai dasar (al-giyam al-
asasiyyah). Norma-norma konkret (al- akkam al-far’iyyah) adalah ketentuan-
ketentuan hukum taklifi dan wad’i.” Asas umum adalah lebih tinggi dan lebih
abstrak yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti prinsip bahwa

segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang, prinsip bahwa

20 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih”, hlm. 160.
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orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (kecuai dalam hal-hal
tertentu), dan berbagai prinsip hukum Islam lainnya.?

Sedangkan prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar adalah prinsip-
prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam sendiri seperti
kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan dan
lain-lain yang diajarkan sebagai nilai-nilai universal oleh agama Islam itu
sendiri.?* Dari ketiga hierarki hukum Islam tersebut, penulis dapat mengetahui
kedudukan (kuat/lemah) substansi hukum Islam yang akan berguna untuk
menganalisis reklamasi Jakarta dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur menurut hukum
Islam.

. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini  merupakan deskriptif, dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif untuk meneliti tentang reklamasi Teluk Jakarta pada
Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan
Jabodetabek-Punjur. Dikarenakan penulis ingin meneliti mengenai kesenjangan
internal antarnorma, yang terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan
Jabodetabek-Punjur, dari sisi hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yuridis

normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

21 |pid.
22 1bid., him. 161.
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bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.”® Yakni menggunakan studi
kepustakaan atau library research sebagai teknik pengumpulan datanya.
Pendekatan hukum normatif ini yang meneliti hukum dari perspektif internal
dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.? Pendekatan hukum normatif
berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,
kekaburan dan konflik norma.?® Selaras dengan fungsi dari pendekatan yuridis
normatif ini, penulis ingin memberi argumentasi mengenai konflik norma yaitu
tentang reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur . Maka dari itu,
sumber data yang penulis gunakan didalam penelitian ini ialah UU Nomor 12
Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 1
Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Al-Quran, hadis nabi, dan al-gawa 'id
al-fighiyyah, serta laporan-laporan penelitian lingkungan tentang reklamasi di
Teluk Jakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian
terlaksana dengan terstruktur dan sistematis. Maka dari itu, penulis menyusun

pembahasannya secara berurutan yang terbagi menjadi enam bagian yaitu:

2 Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi
Manusia”, Humanus, No. 1, Vol. X1V, (2015), him. 84.
24| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,
cet. ke-2,2§Jakarta: Prenada Media Group, 2017), him. 12.
Ibid.
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Bab | pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang
penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian
skripsi ‘reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 studi
komparatif hukum positif dan hukum Islam’.

Bab 11 teori sistem hukum Lawrence M Friedman dan teori hierarki norma
dalam usul fikih. Pada bab ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut tentang teori
Lawrence M Friedman, sebagai kerangka konseptual untuk mengalisis tentang
reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata
Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Penulis juga akan menjabarkan
tentang teori hierarki norma dalam usul fikih, yaitu sebagai dasar substansi dalam
hukum Islam.

Bab Il reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur,
serta beberapa regulasi dalam hukum posistif dan hukum Islam. Pada bab ini
penulis akan memaparkan tentang definisi-definisi, regulasi hukum positif dan
hukum Islam, serta latar belakang legalisasi reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan
Jabodetabek-Punjur.

Bab IV analisis reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor
60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-

Punjur, studi komparatif hukum positif dan hukum Islam. Pada bab ini penulis
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akan menjelaskan tentang analisis reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60
Tahun 2020 dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam (teori hierarki
norma usul fikih) sesuai dengan kerangka teori Lawrence M Friedman.

Bab V penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan
saran dari analisis reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, studi
komparatif hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan dan saran ini, akan
penulis paparkan berdasarkan analisis pembahasan yang telah penulis jelaskan

pada bab sebelumnya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, masih
belum sesuai dengan ketentuan hukum positif. Baik dengan ketentuan
yang mengatur tentang legalisasi reklamasi di dalam materi muatannya
atau pembangunan reklmasi tersebut. Hal ini dikarenakan:

a. Telah melanggar ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Atau dengan undang-
undang amandemennya yaitu UU Nomor 15 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
peraturan Perundang-undangan. Ketentuan yang dilanggar tersebut
ialah, asas perundang-undangan yang baik pada pasal 5 huruf (c) (d)
dan asas yang harus tercermin didalam materi muatan pada Pasal 6
ayat (1), huruf (a) (i). Serta telah melanggar ketentuan Pasal 13 yang
mengatur tentang materi muatan harus berisi materi yang
diperintahkan UU, melaksanakan Peraturan Pemerintah dan untuk
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

b. Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-
Punjur, juga telah melanggar ketentuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs) yang secara implisit diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 59
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Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta masih
melanggar beberapa tujuan yang terkandung pada empat pilar
Sdgs/TPB. Beberapa pelanggaran tersebut yaitu, pilar sosial (tujuan
tanpa kemiskinan, tujuan tanpa kelaparan, tujuan kehidupan sehat
sejahtera, dan tujuan kesetaraan gender), pilar ekonomi (tujuan
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan industri, inovasi
dan infrastruktur, serta tujuan berkurangnya kesenjangan), pilar
lingkungan (tujuan air bersih dan sanitasi, tujuan konsumsi dan
produksi berkelanjutan, tujuan ekosistem laut, dan tujuan ekosistem
daratan), serta pilar hukum dan tata kelola (tujuan perdamaian,
keadilan dan kelembagaan yang tangguh).
Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-
Punjur, masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yakni yang
menggunakan teori hierarki norma dalam usul fikih sebagai subtansi
hukumnya. Hal ini dikarenakan pembangunan pulau reklamasi Jakarta
mengakibatkan kemudaratan (kerusakan) ekosistem darat maupun laut,

dan menurunnya sumber pendapatan masyarakat. Sehingga
berkontradiksi dengan ketentuan kaidah fikih O\ 5okl yang termuat

dalam tingkatan kedua teori hierarki norma dalam usul fikih yaitu asas-

asas umum (al-usul al-kulliyyah).
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3. Perbandingan di antara hukum positif dan hukum Islam pada reklamasi
Teluk Jakarta dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ialah, terletak pada
perbedaan dan persamaan yang melekat pada keduanya. Perbedaan di
antara keduanya ialah akibat hukum dari keduanya. Akibat hukum dari
hukum Islam bersifat tidak mengikat. Sedangkn akibat hukum dari
hukum positif ialah bersifat mengikat. Kemudian persamaan di antara
keduanya ialah sama-sama tidak sesuai dengan subtansi hukum (aturan)
yang ada. Keduanya sama-sama melanggar ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Sebelum struktur hukum mengambil keputusan untuk memberikan
izin dalam melakukan pembangunan pulau reklamasi teluk Jakarta,
seharusnya struktur hukum terlebih dahulu mengkaji akibat dari
pembangunan tersebut secara kesulurahan. Baik dari aspek lingkungan,
sosial, ekonomi, regulasi dan lain sebagainya. Dari kajian tersebut struktur
hukum dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari pembangunan
pulau reklamasi tersebut. Hasil kajian tersebut dapat menjadi barometer
struktur hukum untuk menetapkan suatu kebijakan tentang pembangunan
pulau reklamasi tersebut. Kemudian, pentingnya struktur hukum untuk
bersikap transparan pada masyarakat tentang setiap tindakan yang diambil.
Sehingga kepercayaan masyarakat tidak rusak hanya karena rasa curiga
terhadap struktur hukum (pemerintah). Dengan demikian, akan tercipta

sebuah sistem hukum yang terpadu.
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